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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

NOMOR   6   TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001  

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 

Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan telah 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2001; 

 
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, diperlukan 
sarana dan prasarana kesehatan yang 
memadai sehingga perlu mengatur kembali 
retribusi pelayanan kesehatan yang 
dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan 
mengubah Peraturan Daerah Nomor 4  
Tahun 2001;  
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16  dan 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran    Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4129); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4737); 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu029.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/96pp032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp066.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
359/Menkes/SK/IV/ 2002 tentang Pedoman 
Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan; 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1267/Menkes/SK/XII/ 2004 tentang Standar 
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Penunjukan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan 
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 
yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Rincian Kewenangan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 6); 
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21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah 
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALIKOTA CIREBON 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 4) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal  1 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah  Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah 
kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi 
bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon. 

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas 
tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 
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7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya dapat 
disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah 
yang mempunyai kunjungan rawat jalan. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang 
selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu 
adalah Instansi kesehatan Daerah  yang membantu 
tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan 
tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik 
pengobatan maupun kebidanan. 

9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh 
Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 
(empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi 
lainnya di lokasi yang jauh dan sarana pelayanan yang 
ada. 

10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan 
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya. 

11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada 
pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, 
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya 
tanpa  rawat inap. 

12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan 
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. 

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/



9 

 

14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat 
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan 
kesehatan di SKPD, Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu, dan Puskesmas Keliling, tidak termasuk 
pelayanan pendaftaran. 

15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada 
PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon. 

  

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.  

17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang 
dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar 
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi 
Daerah. 

 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 
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21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda. 

 

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan 
oleh Wajib Retribusi. 

 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau 
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

 
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/


